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I\IPLENIENTASI UNDANG.UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAIIUN T974
DAT.I KOIVIPII,ASI HUKUIVI ISLAM TER}IADAP HARTA RERSAMA

SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Samarinda

Nomor 1253/Pdr.G/201S/pA.Smd)

Kata Kunci : perceraian, hama bersama

Esti Royani

Dosen Fakultas Hukunr
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, provinsi Kalimantal Timur,
.:Jonesia. Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menganalisa implementasi
- ndirng-Undang No.l Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Iilam Terhadap Harra
3ersirma sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus putus,n pengadiran Agarna samarinda
\,.rmor: 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd) serra untuk mengetahui dan menganalisa hambatan_
ranrbatan atau kendala apa saja yang terjadi pada penerapan pembagian hak harta
:'ersama jika ditinjau dari Implementasi Undang-Undang perkawinan nomor I tahun
1974 dan Kompilasi Hukum tslam di pengadilan Agama Samarinda.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dtn
.pesifrkasi yang digunakan dalam penetitian ini bersifat penelitian deskriptif analiris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta beniama
,ljlakukan atas dasar Undang-Undang Nomor I Tahunl974 tentang perkawinan dan
Konipilasi Hukum Islam, maka harra kekayaan yang diperoleh baili dari pihak suami
,ttau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak direntukan lain dalam perjanjian
pcrkawinan dan jika perkawinan purus, masing- masing berhak '/z (seperdua) daii harta
tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Kendala_kendala
\ ang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali
para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul arau
bukan. Bukti tulis (Se(ifikar SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh :
ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah
meninggal.
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ABSTRACT

This researclt was conducted in the city o{ Santaritdo, East
Province, lndonesia. The purpose of reseorch is to untlersuntd an analy:e
implementation of rhe Law I of 1974 and the Compilation of lslamic Law
Hidden Together as a result of divorce (A Case Study of Religion Sanurind{t
Decision Ntt. 1 253/Pclt.G/20 I S/PA.Smd) and to investigate ond analving
cotstraints of what happew on the implementotion oI the dit'ision of .joittt
riqhts if the review of the implenrcntation of Law No- I of 1974 narrkryes attd
cornpiltttktn oJ lslamic law in the Religious Court Sarnarintla-

The method used is empiricnl juridical approach arul speci;fication used in
reseurch is desciptive analylical research.

entitled to t/z (halfl of the assets, berause durhg the narriage are tlteir.ioint
The obstacles that often arise in the inplenentation of the division of conmton
is ofien the Wrties did not have a complete proof. Whether it's tnrc or not
rights. Witten evidence (Certilicdte SKT). There are so man): treasures walt
exumple: the size of the area is not clear, if the land is not clear bounLlaries,
buving is deacl

Keywords: tlivorce, conrnuniry propeny

Based on the results (t this ,\tudy concluded that the diyision oJ joint properri
the basis of Law No. I Tahunl974 on Marriage antl the Compilation ol lslamic tenram, dar

the *ealtlt tleived either from the husband or wife becomes comnnn rights to fie ju perceraian

rul otherwise stipt!futed in tlw marriage covenant and if the marioge bruke up ,
talak
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I. PENDAHULUAN

L Latar Belakang

Dalam Undang-Untlang nomor I tahun 1974 tentang perkawinan pasal I

-.envatakan bahwa peikawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

-:cagai suami istri iengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

-.n kekal beKlasarkan ketuhanan Yang Maha Esa'

Setiap pasangan suami istri Pasti mendambakan kehamronisan rumah tangga'

-.-ningga diperiukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai

- .,t ,i.,Jni"rnput nantiny;. ha-i ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul riak-

- Ji kecii peimasalahan yang sangat bisa menggoyahkal persatuan yang dibina' bahkan

.:utuhan keluarga yorg iuoi bi.o t"torcam dan berakibat kepada perceraian'

Prinsip pieriawinan adalah untuk menrbentuk suatu keluarga atau rumah tangga

,ng ,.n,ru*, iamai dan kekal untuk selanra-lamanya, maka dari itu proses untuk

,.,iuj, p".""iui- itu tidaklah mudah, bahkan tlipersulit' Suami tidak bisa begitu saja

-."nlatuttan talak kePada istri de[rikian pula sebaliknya ist tidak bisa langsung minta

-:rai kepada suaminYa.
Upaya terakirir yang ditempuh sean<tainya tidak medaPat jalan keluar sesuai

-rryu**rrh adalah meminta kepida pengartilan untuk menyelesaikan permasalahan

.;ami istri tadi. Pengadilan akan membuka kembali piniu perdamaian kepada para pihak

:engan cara musyaw:arah dengan menggunakan penegak yakni hakim' untuk orang yang

:trigama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara

-nruf agama lainnya menunjuk kepada Pengadilan Negeri ternpat mereka tinggal'

i-ln.larg - undang No I Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang harta

-rsama ini, antara lain disebutkan :

. Pasal 35 (1) Menyatakan hana benda yang diperoleh sepanjang perkawinan

menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masinS-masing suami dan istri

dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, pam Pihak tidak

menentukan lain.
. Pasal 36 (l) Men8enai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas

persetujuan i<edua ielah pihak. (2) Mengenai harta- ?aYaan 
masing-masinS'

iuami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum

mengenai harta bersama.
. Pas;l 37 (l) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama

diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (l)
ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan

hukum--hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian hartz b€rsama

telsebut.
. Kitab undang-undang hukum perdata Buku ke Satu Bab VI tontang Harta

Bersama Men-urut Undang-Unding dan Pengurusannya disebutkan bahwa :

Pasal 119 : Sejak saat dilangsungkannya perkawinan' maka mEnurut hukum

terjadi harta beriama menyeluruh antari suami isteri' sejauh tentang hal itu tidak

di;dakan ketentuan-ketentuan lain dalam perianjian perkawinan' Harta bersama

itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan

suatu persetujuan antara suami isteri.

Pasal 120 : Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi

barang-barang bergerak din barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik

yang 
-sudah ido *nrprn yang akan ada, juga barang-barang yang mereka
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peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang
atau yang menghibahkan menentukan kebtlikannya dengan tegas.

dibawah tangan, tetopi harus dihcdiri oleh wali pengawas. Bila pendaftaran
bersama itu tidak diadakan, gabungan harta bersama berlangsung terus
keuntungan si anak yang masih di bawah umur dan sekali-kali tidak

harta bawaaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan,
kenyataanrya dalam keluarga-keluarga di hdonesia banyak yang tidak
tcntang hana berstma yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih
pemisahan harta hawa.rn dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi
usia perkawinan yang sudah lama atau sudah tua, harla bawaan maupun

satu persatu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat
permasalahan yang timbul sebagai berikut :

ditinjau dari Implementasi Undang - Undang perkawinan nomor I tahun 1974 daln

Kompitasi Hukum Islam terhadap harta bersama sebagai akibat perceraian di
Pengadilan Agama Samarinda ?

:- -.J.rng - Undang

i:-.:.adilan Agam:

Pada bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur
rlanfaat Peneliti

Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan
Padanya.

Pasal 126 : Harta bersama bubar demi hukum:
l. Karena kematian;
2. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak
3. Karena perceraian:
4. Karena pisah meja dan ranjang:
5. Karena pemisahan harta.
Akibat-akibat khusus dan penbubaran dalam hal-hal tersebut pada

2,3,4,dan 5 pasal ini. diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini.
. Pasal 127 : Setelah salah scorang dan suami isteri neninggal, maka bila

meninggalkan anak yang masih di bawah umur, pihak yang hidup terlama
untuk mengadakan pendaftaran harta benda yang merupakan harta

finjauan Ter

\. PeDgertlal

Nlenut

PerkNina
lna dan r

Jan kek"rl

tkilrln Y!

a,Ian}a h

beri!na
lenting
mauPun
hu\um '

Per

dalam waklu emp t bul n. Pendaliarun hafla bersama itu boleh

nrerugikannya. Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung

bersama itu sudah sangat sulit untuk dipisahkan atau dijelaskan secara

l. Bagaimana knplementasi Undang - Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974

seordfl[
Hukun
sangat
melak
kehidt
Konrl

B. Tujt

\etr
tefi
.M

Kompilasi Hukum Islam terhadap harta ber:;ama sebagai akibat perceraian
Kasus Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : I253lPdt.G/2015/PA.Smd) ?

2. Hambatan apa saja yang terdapat pada penerapan pembagian hak harta bersama

C. Tujuan Penelitian

Tujuan p€nelitian ini adalah unluk:
l Untuk memahami dan menganalisa Implementasi Undang - Undang No.l Tahun

1974 dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta Bersama sebagai Akibat
Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor :

I 253iPdr.C/201 5/PA.Smd).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan - hambatan atau kendala apa saja yang

Ierjadi pada penerapan pembagian hak hana bersama jika ditinjau dari Implementasi

l-:-1 segi teol

-- --'endah araafi

-il.."p* .tudi t

=i ieqi Prag

- ,-9131 bagi 1

;-.u561',a dala

--1i dln ism'

pe
cit
dt

\l id
- i.i I l

I

-l
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Lndang - Undang perkawinan nomor I tuhun 1974 dan Kompilasi Hukum lslamdi
Pengadilan Agama Sanrarinda.

llanfaat Penelitian

Dari segi teoritis dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa
perbendaharaan konsep, metode proposi ataupun pengembangan teori - teori dalam
pcnerapan studi hukum dalam masyarakat.

i Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
masukan bagi para pihak, yaitu masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada
kiususnya dalam pembagian hak harta bemama ketika terjadinya perceraian anrara
suami dan isri-

II. KERANGKA DASAR TEORI

l. Tinja[an Tentang Perkawinan
A. Pengertian Perkawinan

Menurut pasal I Undang - undang Perkawinan Nomor I tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang
pria dan wanita sebagai suami istd dengan tujuan membentuk keluarga bahagia
dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. ikatan lahir adalah
ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan
adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup
bersama sebagai suami isri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti
penting perkawinan itu sendiri, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan
maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan
hukum yang mempunyai kekuirtan hukuml:.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara laki - laki dengan
seorang wanila untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan pasal 2 kompilasi
Hukum Islam disebutkan " Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang
sangat kuat atau Miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah". Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah taogga yang sakinah, mawadah dan warahmah (pasal 3
Kompilasi Hukum Islam).

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan
keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan
teratur, sedangkan tujuan dari perkawinan menurut ajaran Agama Islam adalah :

"Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusian, berhubungan antara lakilaki dan
perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar
cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat
dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari'ah".

rrM.ldrisRamulyo,flrkunPerkawinan,HuktonKewarisa,HukamAcaroPefigadil.,tAgturudan

Z*al Merurut lslum.Sinar Gmfika, J:rkurta. ?000. hlnr 20.
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2. Akibat Pernikahan

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat
perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukurn dalam perkawinan tersebut yaitu :

a) Menjadi halnl melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara
istri te$ebut.

b) Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isri.
c) Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala

tangga, istri menjadi lbu rumah tangga.
d) Anak-anak yang dilabirkan menjadi anak-anak yang sah.

e) Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan
serta mengusahakan lempat tinggalnya.

0 Berhak saling waris rnewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan
tuanya.

g) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
h) Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.

Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang
berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hananya.

3. Perceraian
A. Pengertian Perceraian

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka
membatalkan perjanjian. sedangkan furkah artinya bercerai. Kedua kata itu
dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang ber.uti bercerainya suami dengan
istri, menurut Hukum Islanr, talak dapat berani:
1) Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan

mengunakan ucapan tertentu.
2) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
3) Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan

dengan itu.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974
menyebutkan perkawinan dapal putus karena :

l) Kematian;
2) Perceraian dan;
3) Atas keputusan Pengadilan.

Perceraian hanya tedadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada
Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan
Agama, sementara agama yang lain ke Pengadilan Negeri. Sementara Kompilasi
Hukum Islam Pasal t29-l3l memuat tentang bagaimana tata cara dan
pelaksanaan jita suami dan istri akan bercerai, antara lain:
1. Seorang suami akan merjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan

permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah
tempai tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.

2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan
terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu
selambatJambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istri untuk
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meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud
rnenjatuhkan talak.

4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan

iemyata cukup alasan untuk rnenjatuhkan talak sera yaflg bersangkutan tidak
mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agarna
nrenjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

5. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan
talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.

6. Bila suami tidak mengucapkan ta.lak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung
sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin talak baginya mempunyai
kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrtrrkan talak gugur dan
perkawinan tetap utuh.

7. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan

tentang terjadinya talak rangkap enrpat yang merupakan bukti perceraian bagi
bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami diadakan
pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri
dan helai keempat disimpan Pengadilan Agama.

B. Akibat Dari Terjadinya Suatu Perceraian

Pasal 41 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 menyebutkan, akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1) Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan nemberi
keputusannya.

2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak
dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa
Ibu ikut memikul biaya tersebut.

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau men€ntukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan
karena perceraian ialah :

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari Ibunya. kecuali
bila Ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh
1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu.
2) Ayah.
3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke ata.s dari ayah.
4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari Ibu.
6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak rnenilih untuk mendapatkan hadhanah
dari lbu atau bapak.

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasnani dan rohani anak, meskipun biaya nafl<ah dan hadhanah telah dicukupi,
maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dflpat
memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak



hadhanah pula.
d. Semua biaya hadhanah dtn nafliah anak menjadi tanggungan ayah

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan
mengurus diri sendiri (21 tahun).

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah d:rn nallah anak
Agama memberikan keputusan memberikan keputusan berdasarkan huruf (

(b), (c) dan (d).
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

jumlah biaya untuk pemeliharan dan pendidikan anak yang ridak
padanyal3.

4. Harta Bersama
A. Pengertian Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan lerjadi harta
harta,itu dipemleh karenu uslha suami alau istri atau strlmi istri secara
salnt''.

Dalam Kompilasi Hukum lslam juga terdapat pengaturan rentang
bersama ini, antara lain terdapat pada pasal:
l. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkarvinan itu tidak

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (?), harta istri tetap menjadi hak istri dan clikuasai penuh olehn

demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai
olehnya.

3. Pasal 87 ayat (l), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
penguasaan masing-rnasing, sepanjang para pibak tidak menentukan lain dalam
perjanjian kawinnya.

4. Pasal 87 ayzt (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah. hadiah
sodakah atau lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur
tentang harta kekayan antara lain dalam pasal:
l. Pasal 35 ayat (1) menyatnkan harta benda yang diperoleh sepanjang

perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau

istri da, harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
wadsan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak
tidak menentukan lain.

3. Pasal 36 ayat (l) menyebutkan harta bemama suami dan istri dapat bertindak
atas persetujuan kedua belah pihak-

4. Pasal 37 ayat (l) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka
haia bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

rr//,rd hlm 164.
Irsoermiyati, op-cit, hlm 102.
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B. Nlacam - nracam Harta Bersama

Kompilasi Hukunt Islam Pmal 9l rnenyatakan bahwa wujud hartabersanra
itu antara lain:
a) Harta bersama sebagai teBebut dalam pasal g5 dapat berupa benda berwujud

atau tiduk herwujud.
b) Hafia Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak

darr surat-surat berhargit luinnla.
c) Harta bersama yang tidak benvujud dapat berupa hak maupun Kewajiban.
d) Harta bersama dapat dij dikan sebagai barang janrinan oleh salah satu pihak

atas per5cru.iuan pihak luin''.

C. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 3-5 ayat (l) Undang-Undarg Nomor I Tahun 1974 telah menegaskan
hairta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, irli
nengarrikan syirkah atau harta bcrsama itu terbentuk sejak tanggal terjatliny.a
perkauinan sampai perklr$inan itu putus.

D. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan pasal3T
mengatikan "bila perkawinan putus kerena perceraian harta bersama diatur
menurut hukunrnya masing-masing," yang dimaksud dengan hukurn masing_
masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialarh,.hukum agama. hukum irdat
dan hukunr-hukunt lainnva".

E. Kompilasi Hukum Islam

Konpilasi Hukum Islam (KHl) adalah sekumpulan materi hukum Islanl
yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri aras tiga kelonrpok
materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan ( 170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk
wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu
pasal ketentuan penutup yang b€rlaku untuk ketiga kelompok hukum tersetlut.
KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh
perubahan sosial politik rerjadi di negeri ini dari masa ke masa.!

5. Metode Penelitian
A. Metode Pendekatan

Pendekatan secara empiris diselenggarakan guna memperoleh keterangan
tentang hal-hal yang berkenan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan
suam peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

rAbdul Manan, N-t- Fa wan, Pokok-pokok Hakun pc tlutu 'lUeytrrrutg pettdiltur Agama, Rajn Crirfindo
Persadil. Jakartn. 2()0L hlm. 75.
r6http:/rsanakyeran. 

blogspo!.co.id/2012/03/tompilLr-\i-hukum-Iskrn.html
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B. Spesifi kasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, nraka
penelitian ini nantinya akan bersilat deskiftif analitis yaitu men.raparkan,
menggambarkan peraturan hukum yang bedaku dikaitkan dengan
hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan
atas masalah yang ditcliti dengan hasil penelitia, yang diperoleh dalanr
dengan aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkui pelaksanaan 

I

harta tersama dalam praktiknya di pengadilan Agama Samarinda
Kalimantan Timur.

-.-I!+ a.-- -
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C. Populasi dan Tehnik Sampling

Adapun yang menjadi objek penelitiar dalam pengambilan sampel
tehnik purpose sampling ini rnengenai putusan pengadilan apiama
Implementrsi Undang - Undang Nomor I tahun 1974 dan kompilasihukum
terhadap pembagian harta bersarna sebagai akibat perc;raian yaog
mempunyai kekuatan hukum tetap, sehubungan dengan ini, maka
adalah Hakin Pcngadilan Agama Samarinda.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalarn penelitian ini metode pengunrpulan data yang dilakukan adalah :
a. Sludi Kepustakaan
b. Studi Lapangan

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
penelitian.

b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang dipemleh penulis dari hasil kajial
melalui penelusuran bahan - bahan pustaka.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Fieki Research
b. Library Research

G. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang
terkumpul, akan digunakan analisis normatif kualitatif.

H. Analisi Kasus

_ Analisis kasus pada penelitian ini dilakukan setelah memperoleh data
dan data sekunder
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III. PEMBAHASAN

l. Implementasi Undang - Undang perkawinan Nomor I Tahun 1974 Dan
Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Sebagai Akibat perceraian
pada Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan penelitian yang dilaliukan penulis di pengadilan Agama

llnrj.]ldu dapat diketahui jumtah perkara yang tlircrima dan dipuius dalam ihun
l0l 2-2015 sebagai berikut:
l. Tahun 20t 2 terdapat 4 (empat) perkara penbagian h{rta bersama;
l. Tahun 2013 terdapat 4 (enpat) perkara pembagian harta bersama;
3. Tahun 2014 terdapat l3 (tigabelas) perkara pembagian hartab ersama:
-1. Tahun 2015 terdapat l5 (limabelas )perkara pernbagian harta bersamatr?

Tidak setiap putustn perceraian diikuti pembagian harta bersama berdasiukan
beberapa hal:
a. Mereka iidak bersengketa atau tidak mernpermasalahkan harta bersamanya.

Dalam hal ini biasrmya kedua belah pihak bersepakat atau untuk membagi haita
bersama secara kekeluargaan diluar sidang, cara ini sebetulnya yang saling baik
karena ringan biaya singkm waktu dan tidak ada permusuhan.

b. Ada pula kedua belah pihak bersepakar agar harti bersama itu ridak dibagi kcpada
suami istri yang bercerai tetapi dengan persetujuar bersama diberika; ke;ada
anak-anaknya.

c. Adapula diantara para pihak itu yang tidak m empermasalahkan harta bersama
yang penting cerai.

Sedangkan lraktor-firktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan
gugatan pembagian harta bersama adalah:
a) Kedua belai pihak atau salah satunya membutulrkan hana bersama tersebul;
b) Salah satu pihak ben at tidak baik atau menguasai harta bersama atau tidak

membagi kepada pa.sangannya yang dicerai.rs

2, Implementasi Undang-Undang perkawinan Nomor I Tahun 1974 Dan
Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Sebagai Akibat perceraian
pada Pengadilan Agama Samarinda (Studi Kasus pada putusan pengadilan
Agama Nomor 1253/Pdt.G/201S/pA.Smd)

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaran
Hafia Betsama antara ; Ir. Juliadi bin Darjono, umur 52 tahun, agamu Islam,
pekerjaan Usaha Perkebunan, pendidikan Sl pertanian berdasarkan iurat kuasa
khusus tanggal I Oktober 2015, sebagai pengguga| melawan Ir. Uun Rouditul
Jannah binti Danoe Soemantri, umur 50 tahun, agama Islam sebagai Tergugat-

_ Adapun duduk perkara yang dipersidangkan adalah, penggugat dalam surat
Cugatannya tanggal l1 Agustus 2015 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama.
y11q telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Samarinda, dengzut Nomor
l253lPdt.Gl70l5tPA.Smd.. ran8gal ll Agustus 2015. dengan dalii_dalil dan
perbaikan olehnya sendiri dimuka persidangan.

rrHasil wawancam rlengan lbu Sofiah. pelugas pirnhutkunl. di pengirdilan Agama Samarinda. taDggi 2
iUarct 2016.
AHasil 

wawancarr deogan DIa. Safiah.MH panirera Muda [{ukum. di pengadilan Agama SarDarinda.
t nggi 2 Marel2016
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Adapun harta bersama yang dipersengketakan adalah sebagai berikut:
a. Sebidang tanah seluas 742 m? dengan randa bukti Sertifikat Hak Milik

nomor 391/Loa Bakung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 735/Loa
terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan S
Kunjang, Kelurahan Loa Bakung dan Bangunan warna abu-abu tua dengan
batas sebelah Utara l Musfain. 2.Paelawati, Selatan 1.Hj. Idah, 2.Carolin,
Jalan, dan Barat Jalan, terletak di Jalan Amuntai I-III RT 069 No.l.
[,oa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; yang berada di
Tergugat-

b. Sebidang tanah kebun buah luas I100 m2 yang terletak di Dusun Kalan Luas
13, Kelurahan Makroman. Kecamatan SambLltan. Kota Samarinda, dengan
batas Ulara Supiatin. Selatan Ahn. Fakih. Timur Jalan, dan Barar Ramli:
berada di tangan Tergugut.

c. Satu unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2011, wama hitam dengan plat N
Polisi KT 1947 MI. dibeli oleh Tergugat alas nama Tergugat.

3. Hambatan Yang Terdapat Dalam Penerapan Pembagian Harta
Menurut Undang-Undang Nomor I Tahur 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,

Pembuktian hafia bersama nrerupakan suatu hal lain yang cukup rumit dal
proses pembagian hana bersama. Pembuktian mengenai tanah yang
merupakan milik pribadi, dapat dilakukan dengan melihat bukti
penting, keterangan saksi-saksi dan melihat bagaimana proses pendaftaran
temebut ke pejabat Badan Pertanahan Nasional. setelah di rasa baik, maka
Hakim memutus kan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. pem
mengenai tanah yang diduga tergugat merupakan milik pribadinya, dengan
bukti dokumen-dokumen pentin-q,keterangan saksi-s&ksi dan melihat
proses pendaftaran tanah tersebut ke peiabat Badan Pertanahan Nasional, setelah
rasa baik maka barulah Hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan
kemanusiaan-

IV. PENUTUP

l. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Samarinda,
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

l. Pembagian lurta bersama (gono gini) dilakukan alds dasar tJrdang-lJndang
Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukunt lslam, serta
mempenimbangkan rasa keadilan tlan ketnanfaatan sebagai tujuan hukum, mal<a
harta kekoyaan yang diperoleh baik dan pihak suami atau istei menjadi
bersama sepanjang tidak dientukan lain dalatn perjanjim perkavinan dan jika
perkawitnn putus.

2. Menetapkan bagian rnasing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama
adalah untuk Penggugat l/3 bagian dan Tergugat 213 bagian.
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3. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahlan harta bersama
pada angka 2 huruf a dan tr dalam dictum ini (di aras) l/3 bagian untuk penggugat
dan 2/3 bagian untuk Tergugar dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka
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harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya l/J bagian
diserahkan kepada Penggugat dan 2l3lngian nrenjadi bagian Tergugat.

-1. Kendala-kendala atau hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan
pembagian harta bersama adalah sering sekali para pilak iru tidak punya bukti
yang lengkap. Apakah itu hak bersama berul alau bukan.

l. Saran

Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwat dan terencana agar masyarakar
.'\ am dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus
rensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjarti penegakan
:ukum di Pengadilan Agama. Bagi nrereka yang menjalani kehidupan beruntah tangga.
,pilbila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekelua-rgaxn, jangan sampai
lasalah itu dibawa trerlan-rt-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian, karena
meskipun di dalam Agama Islam melakukan perceraian itu dibolehkan oleh Allah SWT.
:etapi hal itu merupakan dosa besar.
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